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c.

b.

a. bahwa untuk menyukseskan program perlindungan

ketenagakerjaan serta keSejahteraan masyarakat,

khususnya bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun

Tetangga, Anggota Satuan perlindyngan Masyarakat,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ke~uarga Kelurahan di

Daerah Kota Cimahi; .

bahwa di Pemerintah Daerah Kfta Cimahi belum

memiliki pedoman untuk memberi~an insentif berupa

perlindungan ketenagakerjaan bagi ~etua Rukun Warga,

Ketua Rukun Tetangga, Anggota Satuan Perlindungan

Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan, dan Pemberdayaan [dan Kesejahteraan

Keluarga Kelurahan di Daerah Kota iimahi;

bahwa untuk mengatur pemberi~n insentif berupa

perlindungan ketenagakerjaan bagi ~etua Rukun Warga,

Ketua Rukun Tetangga, Anggota Siatuan Perlindungan

Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

WALI KOTA CIMAHI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PERATURAN WALl KOTA CIMAHI
NOMOR 4:z.. TAHUN )..()~\,

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PERLlNDUNGAN KETENAGAKERJ)AN MANDIRI BAGI

KETUA RUKUN WARGA, KETUA RUKUN TETANGGA, A IGGOTA SATUAN

PERLlNDUNGAN MASYARAKAT, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELURAHAN, DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTEl1AAN KELUARGA

KELURAHAN

WALI KOTA CIMAHI

PROVINSI JAWA BARAT



3.

2.

1.

. I
Kelurahan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga Kelurahan di Daerah Kota Fimahi dibutuhkan

suatu peraturan; I

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
i

dimaksud pada huruf a, huruf b, fan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota fentang Pemberian

Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi
I

Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun I Tetangga, Anggota

Satuan Perlindungan Masyaiakat, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat ~elurahan, dan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kellarga Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Cimahi (Lembara~ Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, T,mbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 411F);

Undang-Undang Nomor 23 Tahin 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran, I Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1J587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahur 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undanr-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tatun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jarninan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kernatian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nornor 154, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah

diu bah dengan Peraturan pernerintaJ Nornor 82 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Perlturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 2015 tentang penye+nggaraan Program

Jaminan Kecelakaan Kerja dan iaminan Kernatian

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

d.
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Mengingat



8.

7.

6.

Kelurahan adalah bagian wilayah dad fecamatan sebagai

perangkat Kecamatan. I

Lernbaga Kemasyarakatan adalah lem I aga yang dibentuk

oleh rnasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

rnerupakan rnitra Lurah dalam mernberdayakan

rnasyarakat.

Rukun Warga yang selanjutnya direbut RW adalah

lernbaga yang dibentuk rnelalui rnusrawarah di an tara

pengurus RT yang merupakan bagianl dari wilayah kerja

Lurah seternpat yang ditetapkan oleh CJrarnat.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah

5.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Wali Kota ini yang dirnak,ud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jarninan Sosial yang selanjutnya

disingkat BPJS adalah badan hukLlm yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program ja1inan sosia!.

2. Carnat adalah pernirnpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan dl wilayah kerja

Kecarnatan yang dalarn pelak,anaan tugasnya

rnernperoleh pelimpahan kewenangar dari Wali Kota

untuk menangani sebagian urusan ofonorni daerah dan

rnenyelenggarakan tugas urnurn pernerfintahan.

3. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dar Daerah Kota yang

dipirnpin oleh Carnat.

I
PERATURAN WALl KOTA TENTANG PE~BERIAN INSENTIF

PERLINDUNGANKETENAGAKERJAANMAfDIRI BAGI KETUA

RUKUN WARGA, KETUA RUKUN Tlq'ANGGA, SATUAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT,LEMBAGt PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN, DAN PEMrERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGAKELURAHADJ.

MEMUTUSKAN:

Nornor 231, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 6427);
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Menetapkan



----1--
tahunan Daerah Kota yang ditetaPkar dengan Peraturan

Daerah.

9.

-4-

14.

13.

12.

11.

10.

I

lembaga yang dibentuk melalui musy~Warah masyarakat

setempat dalam rangka pelayanan 'pemerintahan dan

kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. .

Satuan Perlindungan Masyarakat Iyang selanjutnya

disebut Satlinmas adalah organisasi tang dibentuk oleh

pemerintah desa /Icelurahan dan be1anggotakan warga

masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan

serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan

penanganan bencana guna menguranr,i dan memperkecil

akibat bencana, serta ikut mem1lihara keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial

kemasyarakatan.

Anggota Satlinmas adalah Warga Negrra Indonesia yang

memenuhi persyaratan dan secara srkarela turut serta

dalam kegiatan perlindungan masyarafat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat LPM adalah lembaga, orgarisasi atau wadah

yang dibentuk atas prakarsa maSyartkat sebagai mitra

pemerintah kelurahan dkaleabmutuhalnenampung dan
mewujudkan aspirasi dan masyarakat di

bidang pembangunan.

LPM Kelurahan adalah LPM pada ti~gkat kelurahan di

Daerah Kota. I
Pemberdayaan dan KeSejahteraa1 Keluarga yang

selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi

kemasyarakatan yang memberdayajan wanita untuk

turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberian Insentif Perlindungan I Ketenagakerjaan

Mandiri bagi Ketua RW, Ketua 1~1',Satlinmas, LPM

Kelurahan, dan PKK Kelurahan I adalah program

pemberian perlindungan oleh pemeriltah Daerah kepada

Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPr' dan PKK dalam

mendukung program Pemerintah Dae~ah.

15. Anggaran Pendapatan dan Bela ja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan



Pasa12

(1) Kecamatan melaksanakan Pelllberian Insentif

Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW,

Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK

Kelurahan.

(2) Pemberian Insentif Perlindungan I Ketenagakerjaan

Mandiri bagi Ketua RW, Ketua Rl Satlinmas, LPM

Kelurahan, dan PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk dalam pemlberian honorarium

bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan,

dan PKK Kelurahan yang diberikan I setiap bulan oleh

Kecamatan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prmsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prmsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Repub1tk Indonesia Tahun

1945. I

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daera~ yang memimpin

1k . hi. dipe a sanaan urusan pemennta ar yang menja 1

kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah

Kota yang berkedudukan sebagai uytsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah. I

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cim hi.

Daerah

DPRD dalam penyelenggaraan Ururan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
I

Sekretaris Daerah adalah Sd1kretaris

Kota Cimahi.

Pemerintahan Daerah adalah penyejenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
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21.

20.

19.

18.

17.

16.



1

untuk memberikan kuasa kepada lecamatan untuk

membayarkan jaminan perlildungan BPJS

Ketenagakerjaan atas nama Ketua RW, Ketua RT,

Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan kepada

BPJS Ketenagakerjaan.

P ... b li d I k k .erjanjian pem ayaran per In ungan etenaga erjaan

sebagaimana dimaksud pada ay+ (2) huruf b
menyatakan kesediaan Ketua RW dar Ketua RT serta

kesediaan setiap personel:

a. Satlinmas;

b. LPMKelurahan; dan

c. PKKKelurahan,

(4)

berisi pernyataan Ketua RW dan Ketua RT serta

pernyataan setiap personel:

a. Satlinmas;

b. LPMKelurahan; dan

c. PKKKelurahan,

(3)

Pasa14

(1) Kecamatan melakukan Pemberian Insentif Perlindungan

Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketuf RW, Ketua RT,

Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKKjKelurahan setiap

bulan. I

(2) Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan

Mandiri bagi Ketua RW, Ketua R.T~ Satlinmas, LPM

Kelurahan, dan PKKKelurahan harus rilengkaPi dengan:

a. surat kuasa pembayara9 perlindungan

ketenagakerjaan mandiri; dan

b. perj anj Ian pembayaran perlindungan

ketenagakerjaan. II

Surat kuasa pembayaran perlindung,n ketenagakerjaan

mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

Mandiri sebagai insentif untuk pembayar~n sebagai peserta

per lindungan ketenagakerj aan mandiri.

Pasa13
I
I
I
IKetua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK

Kelurahan menerima Insentif perlindunga1n Ketenagakerjaan
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Pasal6

Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kellurahan, dan PKK

Kelurahan yang diberikan insentif Perlindungan

Ketenagakerjaan Mandiri berhak mendapatkan perlindungan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal5

Kecamatan harus memberikan insentif Perlindungan

Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT,

Satlinmas, LPMKelurahan, dan PKKKelura~1an sesuai dengan

persyaratan kepesertaan BPJS ketenagake jaan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a atau I tidak bersedia

menandatangani Perjanjian Pembay,ran Perlindungan

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
I

huruf b, Ketua RW atau Ketua RT tidak akan didaftarkan

sebagai peserta perlindungan ketenagakerjaan mandiri
I

pada BPJS Ketenagakerjaan.

(7) Ketentuan pada ayat (6) berlaku mutatis mutandis

terhadap setiap personel Satlinmas, LPMKelurahan, atau

PKK Kelurahan yang tidak bersedi~ menandatangani
surat kuasa sebagaimana dimaksud pa1daayat (2) huruf a

atau tidak bersedia menandatangani Perjanjian

Pembayaran Perlindungan KetenagakeJjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Dalam hal Ketua RW atau Ketua RT tidak bersedia(6)

Kota ini.

Contoh Format Surat Kuasa pembayaran perlindungan
I

ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan Contoh Perjahjian Pembayaran

Perli~dungan Ketenagakerjaan sebag~imana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum daltm Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
I
I

(5)

untuk menjadi peserta perlindungan ketenagakerjaan

mandiri pada BPJS Ketenagakerjaan.
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Pasal 11 I
Pendanaan Pemberian Insentif perlindUngar Ketenagakerjaan

Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPMKelurahan,

dan PKKKelurahan bersumber dari: I

a. APBD; dan/ atau I

b. sumber lain yang sah dan tidak mengi~at,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundtng-undangan.

Pasal 10

Camat melakukan evaluasi Pemberian Ins,entif Perlindungan
!

Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua I RW, Ketua RT,

Satlinmas, LPMKelurahan, dan PKKKeluraran.

(2)

i
Pasal9 I

I
(1) Camat melaporkan pelaksanaan Pcmberian Insentif

Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW,

Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK

Kelurahan kepada Wali Kota.

Laporan sebagaimana dimaksud pa4a ayat (1) dibuat

tertulis dan dilaporkan setiap akhir talun anggaran.

I

Pasa18

Camat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan

Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri

bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan

PKKKelurahan.

perundang-undangan.

Pasal 7 I
I

Besaran Pernberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan

Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPMKelurahan,
Idan PKK Kelurahan sesuai dengan keyentuan peraturan
I

i

serta sesuai dengan pelayanan yang diperjanjikan oleh BPJS.
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Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan

Wali Kota Cimahi Nomor 57 Tahun 2020 rntang Pemberian

Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mfndiri bagi Ketua

RW, Ketua RT, dan Satlinmas (Berita Darrah Kota Cimahi

Tahun 2020 Nomor 573, Tambahan Becta Daerah Kota

Cimahi Nomor 53), dicabut dan dinyatakan Ydak berlaku.

Perlindungan

Ketua RT,

Pasal 14

Camat melaksanakan Pemberian Inser~tif

Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua JRW,

Satlinmas, LPMKelurahan, dan PKKKelurafan.

Pasal 13

Dalam hal Ketua RW, Ketua RT, Satlinmaf' LPM Kelurahan,

dan PKK Kelurahan yang tidak bersedia didaftarkan sebagai

peserta Perlindungan Ketenagakerjaan Ma diri, insentif yang

dibayarkan dalam honorarium bulanan diberikan penuh

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM

Kelurahan, dan PKK Kelurahan tidak: dapat didaftarkan

sebagai peserta Perlindungan Ketenatakerjaan Mandiri,

insentif yang dibayarkan dalam hoi,10rarium bulanan

diberikan penuh sesuai dengan kdentuan peraturan

perundang-undangan. I

(2) Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LP~ Kelurahan, dan

PKK Kelurahan tidak dapat didaftarkan sebagai peserta

Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak dapat didaftarkan

sebagai peserta berdasarkan ketentuan persyaratan

darr/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9 -



I

I
NGATIYANr

PIt. WALl KOTAICIMAHI,
I

Ditetapkan di qimahi.
pada tanggal +1 l-46-t ~O~\.

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

memerin tahkan

ini dengan

orang mengetahuinya, I
Peraturan Wali Ko~a

I

Agar setiap

pengundangan

Pasal 16

Peraturan Wali Kota irn mulai berla~(u pada tanggal

diundangkan.
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Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program

negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan ilian kesejahteraan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk
I

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila

terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atku berkurangnya

pendapatan karena mengalami kecelakaan kerja atau meni9ggal dunia. Untuk

menyukseskan program perlindungan ketenagakerjaan s9rta kesejahteraan

terhadap masyarakat, khususnya bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun

Tetangga, Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembagr Pemberdayaan

Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah Kota

Cimahi dengan memberikan perlindungan ketenagakerjaan berupa Pemberian

Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri. Insentif Perlindungan

Ketenagakerjaan Mandiri diberikan melalui pembayaran h1norarium dengan

besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und,ngan.

Pemerintah Daerah Kota sebagai bagian dari prosesi penyelenggaraan

pemerintahan di daerah, ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan
I

terlaksananya program perlindungan ketenagakerjaan mandiri melalui

lembaga BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat perafuran perundang

undangan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan memfasilitasi
I

pelaksanaan program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri agar dapat

dirasakan manfaat kepesertaannya bagi Ketua Rukun Wa~ga, Ketua Rukun
I

Tetangga, Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembag~l Pemberdayaan

Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargt di Kota Cimahi.

Program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua Rukun Warga,

I. UMUM

MASYARAKATKELURAHAN,DANPEMBERDAYAANDAN

KESEJAHTERAAN KELUARGAKELURAijAN
I

KETUARUKUNWARGA, KETUARUKUNTETANGpA, SATUAN

PERLlNDUNGAN MASYARAKAT,LEMBAGAPEMfj3ERDAYAAN
I

TENTANG I
I

PEMBERIAN INSENTIF PERLlNDUNGAN KETENAGAKERJAANMANDIRIBAGI
I

PENJELASAN

ATAS

PERATURANWALl KOTACIMAHI
NOMOR 4;1. TA-H(}~ ~O,l.\.
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Pasall

Cukup jelas.

Pasa12

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasa16

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasa19

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

II. PASALDEMI PASAL

menyelenggarakan program Perlindungan Ketenagakerjaan ~andiri bagi Ketua

Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Satuan Perlindlfngan Masyarakat
1

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga di Kota Cimahi.

I

dasJr hukum untuk
I

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714).

Peraturan Wali Kota ini merupakan

I
I

Ketua Rukun Tetangga, Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga
I

Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejlahteraan Keluarga

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Vaminan Kematian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
!
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Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
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( )( )

Pemberi Kuasa

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebaga\mana mestinya.

I
Tjempat, Tanggal

jenerima Kuasa

I Materai 6000

Untuk mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuas I Ketua RWjRT .........

Kelurahan Kecamatan , Penerima ku sa dikuasakan untuk

pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri.

Pekerjaan :

TempatjTgl Lahir :

Alamat:

No. KTP:

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama:

Alamat:

No. KTP:

TempatjTgl Lahir :

Umur:

Nama:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

SURATKUASA

1. Contoh Surat Kuasa

LAMPlRANPERATURANWALlKOTACIMAHI
NOMOR q'oZ 7;hv,., Z.o?-/
TANGGAL ~I H6i .2o:zJ1 (

TENTANG I
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Materai 6000

(dilembar kedua)

( )( )

Materai 6000

(dilembar pertama)

Pihak KeduaPihak Pertama

I
Demikian perjanian ini dibuat dan disepakati bersamma 0 eh kedua belah pihak

untuk dijalankan sebagauimana mestinya.

1. Pihak Pertama bersedia mengikuti Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri,

2. Pihak Pertama bersedia dibayarkan Insentif Perlindu~gan Ketenagakerjaan

Mandiri dari insentif Ketua Rukun Warga dan Ketua RukJn Tetangga.

3. Pihak Pertama mendapatkan Insentif Perlindungan Ketfnagakerjaan Mandiri

selama mas a Bhakti menjadi Ketua Rukun Warga atau Ketua Rukun Tetangga.

4. Pihak Pertama berhak mendapatkan laporan bukti I pmbayaran Insentif

Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri. I
5. Pihak Pertama tidak akan menuntut dikemudian hari bilalada permasalahan.

6. Pihak Kedua membayarkan iuran Perlindungan Ketenag~kerjaan Mandiri bagi

Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga yang berasal dari Insentif

Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

7. Pihak Pertama memberikan Bukti pembayaran Perlindu gan Ketenagakerjaan

Mandiri kepada Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pyrJanJlan pembayaran

perlindungan ketenagakerjaan yang diatur sebagai berikut: I
I

1.Nama:
TempatjTgl Lahir :
Umur:
Alamat:
No. KTP:
Pekerjaan:
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama:
TempatjTgl Lahir :
Alamat:
No. KTP:
Pekerjaan:
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURATPERJANJIAN PEMBAYARANPERLINDUNGANKETENAGAKERJAAN
I

i

2. Contoh Surat Perjanjian
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